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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang mengadili perkara-perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan
sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Kabupaten Asahan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 18
Maret 2019 vyang telah didaftar dalam register perkara nomor:
567/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Maret 2019, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
menikah pada tanggal 27 Mei 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor: 210/41/V/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Simpang Empat,
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan selama lima tahun
lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman
bersama sebagaimana pada alamat tersebut di atas, dan terakhir
Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama
tersebut;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul
sebagai suami istri (bada dukhul), dan sudah mempunyai tiga orang

anak yang bernama;

= Anak kandung | (pr), umur 13 tahun;
= Anak kandung Il (Ik), umur 10 tahun;
= Anak kandung Il (Ik), umur 2 tahun 6 bulan;

4, Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan damai, setelah itu mulai tahun 2009 antara Penggugat dan
Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam

rumah tangga yang disebabkan:;

= Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, dan selanjutnya

Tergugat berulang kali melakukan perselingkuhan Tergugat tersebut;

5. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2017 Penggugat dan Tergugat
kembali selalu bertengkar disebabkan Tergugat selalu jarang pulang ke

rumah kediaman bersama,;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember tahun 2018 yang disebabkan
Tergugat tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat tentang bagian

dari uang hasil hutang bersama;

7. Bahwa setelah puncak pertengkaran sebagaimana tersebut di
atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan
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sampai dengan sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri
lagi;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan
oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas,
Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho
lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai

dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kisaran Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang
sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak
menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil

secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati
Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan
berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya

karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang
terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang
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dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari

Penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk

bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya

karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada
tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya,
maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis

menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Ry;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
567/Pdt.G/2019/PA.Kis. dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan

perkara tersebut dalam register perkara;
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3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan
Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari
Senin tanggal 22 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sya ban 1440 H.
Oleh Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Ahmad
Raini, SH dan Mardha Areta, SH masing-masing sebagai Anggota, dibantu
Rahmat llham, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. Ahmad Raini, S.H. Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH
Hakim Anggota,

Mardha Areta, SH

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, SH

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
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Biaya Proses : Rp 50.000,00,-
Biaya Pemanggilan : Rp 375.000,00,
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,-
Biaya Meterai : Rp 6.000,00,-
Jumlah: Rp 471.000,00,-
(Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
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